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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan  Permusyawaratan Desa  Berdasarkan

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain sebagai
berikut:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa
dan peraturan kepala desa.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Menggali, menghimpun, menyerap, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan penjelasan wewenang Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) diatas menjelaskan bahwa BPD selain menjalankan

pemerintahan desa juga memiliki wewenang termasuk pengelolaan

keuangan desa salah satunya merancang peraturan desa untuk

mengelola pendapatan asli desa (PAD).

2. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Sangia

Dalam Menyerap aspirasi Masyarakat, dalam proses penyerapan

aspirasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sangia

telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu mengacu

pada Undang — Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta
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berdasarkan permendagri No. 110 tahun 2016. BPD desa Sangia juga
memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan
aspirasi baik di forum rapat secara formal maupun non formal baik

secara tertulis maupun secara lisan

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat disarankan

sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah pusat untuk mengharmoniskan segala
bentuk peraturan-peraturan yang membahas tentang Desa, namun
sejauh ini penulis melihat bahwa regulasi tersebut sudah cukup
mengakomodir kebutuhan didesa terutama yang berkaitan dengan
kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

2. Badan Permusyawaratan Desa Sangia agar dalam menyerap aspirasi
masyarakat selalu meningkatkan kinerja disegala aspek terutama
memprioritaskan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

desa Sangia kecamatan sape Kabupaten Bima NTB
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